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Latar Belakang

01.

02.

x

Berdasarkan pada pedoman Indeks 
Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam 
Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 
2025. Bahwa salah satu indikator penting 
dalam upaya pencegahan korupsi adalah 
penguatan transparansi dan akuntabilitas 
dalam pelayanan publik, khususnya di sektor 
pendidikan

Terdapat berbagai pengaduan dan potensi 
kerawanan dalam pelaksanaan SPMB yang 
perlu dimitigasi bersama melalui penguatan 
integritas dan transparansi

03. Pencegahan perlu dilakukan sejak awal 
karena beberapa praktik yang dianggap 
biasa dalam pelayanan publik berpotensi 
berkembang menjadi penyimpangan apabila 
tidak dimitigasi.



Tujuan Penyuluhan

x

01. Penyuluhan ini merupakan bagian dari tugas 
kami dalam melakukan upaya pencegahan 
korupsi melalui pendekatan edukasi, 
penguatan integritas, dan mitigasi risiko pada 
pelayanan publik sektor Pendidikan.

02. Memahami Praktik yang Membudaya Tanpa 
Disadari
Dalam praktik sehari-hari, sering terdapat 
kebiasaan atau budaya yang tanpa disadari 
dapat berkembang menjadi gratifikasi, konflik 
kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, 
maupun maladministrasi.

05. Menjadi Garda Terdepan dalam menjaga 
integritas pelaksanaan SPMB.
Karena di tangan Bapak/Ibu:
• Proses seleksi dijalankan, 
• Data diverifikasi, 
• Pelayanan diberikan, 
• Kepercayaan masyarakat dibangun.

06. Melalui kegiatan ini, Kita Bangun :
• Kesamaan persepsi, 
• Komitmen integritas, 
• Transparansi pelayanan, 
• Budaya antikorupsi dalam 

pelaksanaan SPMB Tahun 2026.

03. Pencegahan Dini
Pencegahan perlu dilakukan sejak awal 
melalui pemahaman bersama terhadap titik 
rawan korupsi, potensi penyimpangan, 
serta langkah pengendaliannya.

04. Menjaga Integritas Sejak Awal 
Apabila integritas pelaksanaan SPMB dapat dijaga 
dengan baik, maka:
potensi pungli, titipan, manipulasi data, dan 
penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak 
awal.
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Definisi  Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa 

latin corruption yang 

artinya antara lain busuk, 

rusak, dan menyogok. 

Secara harfiah korupsi bisa 

diartikan sebagai 

kebusukan, keburukan, 

kebejatan, ketidakjujuran, 

dan tidak bermoral

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

UU No 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan sengaja 

melawan hukum untuk melakukan 

perbuatan dengan tujuan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang mengakibatkan kerugian 

keuangan negara atau perekonomian 

negara.”

Kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), korupsi 

artinya : 

“Penyelewengan atau 

penggelapan uang negara 

atau perusahaan dan 

sebagainya untuk 

kepentingan pribadi 

maupun golongan”



APA YANG DIMASKUD DENGAN

merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang 
selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Integritas
?



APA YANG DIMASKUD DENGAN

merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang 
selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku.

Integritas
?
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Sumber : Pedoman MCP KPK 2025
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Apa Bedanya ??? Apa ya bedanya 
diantara 

Gratifikasi, Suap 
dan Pungli… 

01

Gratifikasi

Suap

Pungutan  Liar

Paparan Antikorupsi SPMB 2026.pptx#16. PowerPoint Presentation
Paparan Antikorupsi SPMB 2026.pptx#17. PowerPoint Presentation
Paparan Antikorupsi SPMB 2026.pptx#18. PowerPoint Presentation


02

Gratifikasi

Ada Pemberian

01

Berkaitan 
Dengan Jabatan

02
Berpotensi 
Mempengaruhi 
Keputusan

03

Gratifikasi diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Prinsip Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan 
dengan kewajiban dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi

Contoh Gratifikasi :

1. Orang Tua memberikan uang kepada panitia PPDB/ SPMB

2. Memberi Hadiah kepada Kepala Sekolah Agar Anak Diterima



03

Suap

Ada Pemberian 
atau Janji

01

Ada Tujuan 
Tertentu

02
Ada 
Kesepakatan 
Tersembunyi

03

Suap diatur dalam :
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Prinsip Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan 
dengan kewajiban dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi

Contoh Suap :

1. Memberikan uang agar siswa diterima

2. Menjanjikan hadiah kepada panitia PPDB/ SPMB

3. Membayar Oknum untuk mengubah hasil seleksi



04

Pungutan  Liar ( Pungli )

Tidak Ada Dasar 
Resmi

01
Dilakukan oleh 
Oknum

02
Bersifat 
Memaksa atau 
Mengarahkan

03

Tindakan meminta, menerima atau memungut sejumlah uang atau 
pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai ketentuan 
resmi.

Contoh Pungli :

1. Meminta uang agar proses pendaftaran dipercepat

2. Menarik biaya formular padahal “gratis”

3. Memungut biaya “jaminan diterima”

Tidak 
Transparan

04
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05

Perbedaan  Diantara  Mereka



02

Hubungan  Diantara  Mereka  …

GRATIFIKASI SUAP

Jika ada  tujuan  dalam  pemberian , pemberian  mempengaruhi  jabatan  dan 
TIDAK DILAPORKAN

Pungutan  Liar ( Pungli ) biasanya  berupa  pemaksaan  “illegal”  

Ketiga  Perilaku  Yang Diatas  Bertentangan  Dengan  

PRINSIP INTEGRITAS DAN ANTI KORUPSI



01
Suap dan 
Gratifikasi 

Meloloskan 
Siswa

04

Nepotisme dan 
Titipan

02
Pungutan Tidak 

Resmi
Hasil SPI

05
Ketidakadilan 

dan 
Diskriminasi

Modus Yang 
Perlu  
Diwaspadai

Kejadian yang sering 
ditemukan saat PPDB 
Tahun Sebelumnya Oleh 
KPK… 05

06
Kurangnya 

Transparansi 
Sistem PPDB/ 

SPMB

03
Pemalsuan 

Dokumen dan 
Manipulasi Jalur 

Masuk



06

Ketidak adilan 
Bagi Calon Siswa

Potensi Sanksi 
Korupsi

Rusaknya 
Integritas 

Pendidikan

Turunnya 
Kepercayaan 
Masyarakat

Apa Dampaknya  ya  ??



Bagaimana  Strategi 
Pencegahannya  ??

01 Transparansi Kuota dan Hasil Seleksi

03 Pengawasan Berlapis

02 Verifikasi Data Dukcapil

04 Kanal Pengaduan Masyarakat

02



Dimana Kita Bisa 
Lapor ya  ??

Email : dikbud@pangkalpinang.go.id

WhatsApp : 08139767524

Email UPG: upgpangkalpinang@gmail.com

Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK)

Datang Langsung Ke Kantor Sekretariat UPG di Kantor 
Inspektorat Kota Pangkal Pinang

02

mailto:dikbud@pangkalpinang.go.id


Mari Kita Berupaya  Bersama

Akhir Kata…

TOLAK GRATIFIKASI

LAWAN SUAP

HENTIKAN PUNGLI
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